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e. bahwa sehubungan dcngan huruf a, huruf b, hurur c, dan 

huruf d, maim Pcmturan Oacrah Kora Madiun Nomor 18 

Tahun 2019 t.ent.ang Anggaran Pcndapatan dan BclnnJa 

Oaerah Tahun Anggaran 2020 perlu adanya pcrubahan; 

r. bahwa sambtl menunggu Perubahan Peracuran Daemh Kota 

Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tcotang Anggaran Pcndapata.n 

dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2020, pcrlu dilakukan 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikora Ma.diun Nomor 47 

Te.hun 2019 Lentang PenJabaran Anggaran Pendnpat.un don 

Belanja Oacrah Tahun Anggaran 2020; 

g. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimnna ctimaksud 

dalarn huruf a, huruJ b, huruf c, huruf d, huruf c, dan huruf 

f, perlu mcnctapkan Pera.ruran WaJikotn Mndiun tcntang 

Pcrubahan Kedua etas Peraturan WaJikotn Madiun Nomor 47 

Tahun 2019 tentang Pen1abaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Oa.erah Tahun Anggaran 2020; 

I. Undang-Undang Nomor 28 Te.hun 1999 Lcntang 

Penyelenggara Negara yang Bcrs1h dun Bcbas dari Korupsi, 

Kolusi den Nepotisme (Lcmbaran Ncguru Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpubllk 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Lentang 

Pembcrantasan Tindak Pidana Korups1 (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 387); 

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t.cncang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 teni.ang 

Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara RcpubUk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik lndonesm. Nomor 4355); 
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5 . Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lcntang Pcmeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawsb Kcuangan Negara (Lernburan 

Negara Repubhk lndonesia Tahon 2004 Nomor 66, Tambaban 

t..embamn Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik lndonesm Tahun 2004 Nomor 104, 'l'ambahan 

Lembaran Negara Republik lndoneiiua Nomor 4421), 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 centang Perimbangan 

Ke-uangan Antarn Pemerintnh Pus&l dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Rcpubllk Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 44381; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pnjak Daerah 

dan Rctribusi Oac:rah (Lcmbnra.n Negara Rcpubbk Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Len tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana Lelah 

diubah dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Pcrubahan atas Undang-Undnng Nomor I 2 

Tahun 2011 tent.ang Pembcnlukan Pcrnluran Perundang­

undangan (Lembam.n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor b398); 

10. Undong-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan 

One rah (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tabun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoneiua 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kah rerakhtr 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pcrubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tencang Pemerintahan Oaemh (Lcmbamn Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 
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J l Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tcntang Anggaran 

Pendapatan dan Be.lanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor J 98, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncs1a 

Nomor 6410); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepa1o Duer-ah dan Wakil Kepale 

Dae.rah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesm. Tahun 2000 

Nomor 210, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Pcraluran Pemcrinlah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolean Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) 

sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tohun 2012 tentang Perubahan atas Penuuran 

Pemcrintah Nomor 2-3 Tahun 2005 lcnt.e.ng Pengelolaan 

Keuangan Bad.an l..aya.nAn Umu.m Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tnhun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14 , Pe.ratura.n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndoncsta Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemeriotah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S1stem 

lnrormasi Keuangan Dal!r&h (Lcmbamn Negara Rcpubllk 

Indont-s111 Tahlm 2005 Nomor 138, Tamba.ban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaunana telab 

diubah dengan Pernturan Pemerintnh Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik lndones1a Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lemba:ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pclaporan Keuangan dan Kinc:rja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Taliun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lcmbarnn Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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17 Peraturan Pemerlnlah Nomor 5 Tahun 2009 Len tang Banluo.n 

Keuangan Kepadn Partm Polillk (Lcmbaran Negaro Republik 

lndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4972) sebagalmana tclah 

diubah bcbcrapa kali tcrakhir de.ngan Pera.ruran Pemer:intab 

Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua at.as 

Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 ten Lang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik fLcmba.ran Negara Republik 

Indonesia Tohun 2018 Nomor I, Tambuhnn Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

18. Pc-rnturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 

Cam Pemberian dan Pemanfaatan lnsent1r Pemungutan 

Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik lndones1a Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenumg 

Standar Akuntansi Pcmcrlntahan (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tnhua 20 l O Nomor 123, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

20. Pcmturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah 

Oaerah (Lcmbaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambaha.n Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 5272); 

2J. Peratumn Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2017 lCntang 

Pembioaan dnn Pengawasan Pcnyelenggaman Pemerintahan 

Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lc.mbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 604 I); 

22. Poraluran Pemcrintnh Nomor 18 Tahun 2017 tcmtang Hak 

Keuangan dan Administratif Pi.mpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpubllk 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahe.n Lcmbamn 

Negara Rcpuhlik Indonesia Nomor 6057); 

23. Perarumn Pemerinloh Nomor 2 Tahun 2018 cent.ang Standar 

Pelayanan Minimal (Lcmbamn Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 



24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Lcnt.ang 

Pengelolaan Keuanga.n Daemh {Le-mbaron Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran 

Negara Repubtilc Indonesia Nomor 6322); 

25. Pcratumn Prcsidcn Nomor 108 Tahun 2007 tcncang 

Tunjangan TcnegJJ Kepend1dikan; 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t.entang 

Pcngadaan Bamng/Jasa Pcmcrintah; 

27. Peraru.ra.n Prcs1dcn Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja NCf(ara Tahun Anggaran 

2020; 

28. Pcra1uran Mcnteri Dalam Ncgen Nomor 13 Tahun 2006 

tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sc:bagaimana lclah dlubah bcberapa le.all terakhsr 

dcngan Peratumn Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 2 l 

Tahun 2011 tcn1.a:og Perubahan Kcdua atas Peraturan 

Mcnte-ri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 

Pcdoma:n Pcngclolaan Kcuangan Dacrah, 

29. Peraturan MenlCTi Dalum Ncgeri Nomor 32 Tahun 2011 

tcntang Pcdoman Pemberian Hibah dan Bancuan SosiaJ yang 

Bcrsumber dari Anggaran Pcndnpnt.an dan Belanja Dacroh 

scbagaunana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 

Peraturnn Menteri Dolam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tcnt.ang Pcrubahan Keempac etas Perawran Mentcri Dalnm 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan BanLWUl Sosial yang Bcrsumber dari Anggaran 

Pendapatan da.n BelanJa Daerah; 

30. Peraturan Menten Oatam Neger1 Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah scbagalmana 

Lelah diubah dcngan Pcraturan MenLcri Oalam Negcri Nomor 

120 'J'nhun 20J 8 tentang Perubohan alas Peratura.n Mentcri 

Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

3 I . Peraluron Men Leri Datam Negcri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengclompokan Kemnmpuan Keuanga.n Dacrah 

scrta Pclaksanaan da.n Pcrtanggungiawa.ban Dana 

Opcmiuonat; 
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32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07 / 2017 

t.ent.nng Pengguna.o.n, Pcmanuiuan clan Evaluas1 Dana Bagi 

Hnstl Cukai Hasll Tembakau; 

33. Pcrnturan Mcnteri DaJam Ncgcri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tarn Cara Pcnghitungan, Pcnganggaran dalam 

Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Dan Tenlb 

Administrasl Pcngajuan, Penynluran, clan Lapomn 

Pcrtanggungjawnbru, Penggunaan Banwan Kcuangan PartaJ 

Politik; 

34~ Pcraruran Mcruen Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pcmbangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan da.n Pemberdayaan Masyarakat di Kclurahan; 

35. Pcraturan Menleri DaJam Negen Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pcnyusunan Anggarnn Pendapatan dan 

Belanja Dnerah Tahun Anggaran 2020; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I80/PMK.07/20I9 

tcntang Pcrubahan Rincian Dana Bagi HasU dan Penyaluran 

Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggnmn 2019: 

37. Pcraturan Mcnteri Kcuangan Nomor 8 / PMK.07 /2020 

tentang Tata Cara Pcnynluran OWUl Alokasi Umum 

Tambahon Tahun Anggo.ran 2020; 

38. Pcraturan Menteri Dalatn Ncgcri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Pcrcepatsn Pcnanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemcrint.ah Dacrah; 

39. Keputusan Men tcri Dalam Negerl Nomor 061 -5449 Tahun 

20 I 9 ten tang Tata Cara Pcrsetujua.n Menteri Dalam Negeri 

terhadap Tambahan Pcnghasilan Pcgawal Aparalur Sipil 

Negara di Llngkungan Pcmerintah Oaerah: 

40. Pcratumn Oubemur Jaws Timur Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Alok.asi Dant1 Bagi Hasil Cukai Tcmbakau kepada 

Provins1 dan Kabupaten/Kota d1 Jawa Timur Tabun 

Anggaran 2020 scbogaimana telah diubab dengan Peraturan 

GubemurJawa Timur Nomor91 Tahun 2019; 

4 l. PeraLuran Daerah Kot.a Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kots 

Madiun Tahun 2005-2025 (Lembamn Oaerah Kota Madiun 

Tahun 2009 Nomor 3/E); 
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42 Pcraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 

Lcnt.ang Bea Perolehan Hak etus Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Madlun Tahun 2011 Nomor 1/ 8) 

sebagaimana Lelah diubah dengan Pcraturan Ouc:rah Kola 

Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tcnrang Pcrubahen atas 

Pennuran Dacrah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 

lent.ang Bea Perolehan Hok al.as Tanah dan Bangunan 

(I...cmbaran Oacrah Kota Madiun Tahun 2017 

Nomor7/ B); 

43. PeratunUl Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 

lcntang Pajak Air Tanah (Lc:mbaran Dacrah Kota Madiun 

Tahun 2011 Nomor 2/B) scbngaimana tclah diubab dengan 

Peratu.ran Oaerah Kot.a Mndiun Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pcrubahan atas Peraluran Doern.h Kot.a Madiun 

Nomor 03 Tahun 2011 rentang Pajak Air Tanah (Lc:mbarnn 

Oaerah Kot.a Mndiun Tuhun 2017 Nomor 8/8); 

44. Peraturan Daerah Kola Madiun Nomor 04 Tahun 2Ull 

te:atang Rctribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah (Lemberan 

Dacrah Kotn Madiun Tahun 2011 Nomor I /C) sebagaimana 

Lelah diubah dengan Peraluran Dacrah Kota Madiun Nomor 

17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peracuran Oaerah 

Kota Madnm Nomor 04 Tahun 20 I l tcntang Ret.ribusi 

Pcmak.nian Kekayaan Dacrah (Lcmbamn Dacn-ah Kota 

Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B); 

45. Peraturnn Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tai-nm 201 I 

tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Oacrah 

(Lcmbaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4 / E) ; 

46. Peraluran Daerah Kota Mediun Nomor 14 Tahun 2011 

t.eniang Penyertaan ModaJ Daerah (Lcmbaran Oaernh Kota 

Madiun Tabun 2012 Nomor 1/E). 

47. Pcraturun Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 

tcnt.ang Pajak Dacmh (Lc::mbaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2011 Nomor 3/B) scbagaimana Lelah diubah dcngan 

Pcraruran Dacroh Kotn Madiun Nomor 25 Tuhun 2017 

tentang Perubahan etas Pcraturan Dacrah Kola Madiun 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang PaJak Daerah (Lcmbaran 

Daerah Kota M adiun Tahun 2017 Nomor 9 / 8); 
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48. Peraruran Oaerah Kola Madiun Nomor 24 Tahun 20 l .L 

Lentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 20 l J Nomor 4 / B) sebagaimana tclah diubah 

dengan PeraLuran Daerah Kola Madiun Nomor 26 Tabun 

2017 lCnt.a.ng Perubahan OUlS Pemluran Daerah Kota 

Ma.cUun Nomor 24 Tahun 20 11 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan (Lembaran Oaerah Kot.a Madiun Tabun 

2017 Nomor 10/B); 

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 

LCntang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lcmbaran 

Daerah Kota Madiun Tabun 2012 Nomorl0/E); 

50. Pcraturan Oaerah Kot.a Mndiun Nnmor 08 Tahun 2013 

tentang Sumbanga.o Pihak Ketiga Kepada Daemh (Lembaran 

D11erah Kota Mudiun Tahun 2014 Nomor 2/E); 

51. Peraturan Dacrah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lcmbaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomorl/C); 

52. Pcrarumn Daerah Kom Mad.iun Nomor6Tahun 2017 ceorang 

Pedoman Pembe.ntukan Produk Hukum Daemh (Lembaran 

Daerah Kola Madiun Tahun 20 17 Nomor 6/ D); 

53. Peratu.ran Daerab Kotn Madiun Nomor 17 Tahun 2019 

tcntang Rencana Pembnngunan Jangles Mcncngah Daerah 

Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 (Lcmbaran Oaerah Kot.a. 

Madiun Ta.hun 2019 Nomor 13/D); 

54 Peraturan Oacrah Kota Madiun Nomor J 9 Tahun 2017 

t.entang l-lak Keuangan dan Adminisl:rasi Pimpinan dan 

Anggot.a Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kotn Mad.iun Tahun 2017 Nomor 14 /Al: 

55. Peratu:rnn Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 

tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanjo Dacrah Tahun 

Anggaran 2020 (Lcmbaran Daerali Kot.a Madiun Tahun 2019 

Nomor 3/A), 

56. Peraturnn Walikota Mad.tun Nomor 25 Tahun 2019 tentn.ng 

Rencann Kc:rja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 

(Bent.a Oaerah Kot.a Madjun Tohun 2019 Nomor 25/0); 



Menetapkan 

• 10 -

57. Pernturan Walikota Madiun Nomor 47 Tabun 2019 tentang 

Penjabaran Angga.ran Pendapatan dan Bclanja Oaerah 

Tahun Anggaran 2020 (Bento Oaerab Kots Mod1un Tabun 

2019 Nomor 47 /0) sebagaimana lelah diubah dengan 

Peraluran Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2020 (Bent.a 

Oaerab Kota Madiun Tahun 2020 Nomor l/ 0); 

MBMUTUSKA.N : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 47 

TABON 2019 TEBTANO PENJABARAN Al'IGGARAN 

PENDAPATA.N DAJII BELA.NJ.A. DAERAB TAHUN ANGGARA.N 

2020. 

Paaal I 

Beberapa ketcntuan dalam Peraruran Wallkota Madiun 

Nomor 47 Tahun 2019 tentang PenJabaran Angga.ran 

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggamn 2020 (Serita 

Oaerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 47/ G) sebng,-.Jmana 

tclah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun 

Nomor I Tahun 2020 (Bcriw Dacrah Kota Madiun Tahun 2020 

Nomor l/G), d1ubah sebagai berikut : 

I. Kelenluon Pasal l d1ubah schingga Pasal I berbunyi sebagai 

berikut . 

Paaall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 terdiri auis : 

a . Penclapat.an 

I . Penclapat.an Asll Daerah Rp. 235.504 94 1.000,00 

2 . Dana Penmbangan Rp. 690.245.395.000,00 

3 . Lain- lain Pendapatan Oaerah 

Yang sah Rp. 149.878.533.000,00 

Jumlah Penclapatan Rp. l .075.628.8b9 000,00 
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b. Belanja 

c. 

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 

a) Bclanjo Pcgawai Rp. 

b) Bclanjo Hibah Rp. 

c) Belanjn Bantuan 

Sosial Rp. 

d) Bclunjo Bontuan 

Keuangan Rp. 

e) Belnnja Tidak Tcrclugs Rp. 

2. Bclanje Langsung Rp. 

a) Bclonja Pegawai Rp. 

b) Bclanja Barang 

dan Jasa Rp. 

c) BclanJa Modal Rp. 

469.305.254 .447,00 

424.570.731 .577,00 

15.948.630.000.00 

21.045.508.000,00 

700.062.000,00 

7.040.322.870,00 

827 .580 029 758,00 

86.842.117.450,00 

451.032.483.284,00 

289.705.429.024,00 

Jumlah BelanJa Rp. l.296.885.284.205,00 

Defisit Rp. 22 l .256.415.205,00 

Pembiayaan 

1. Pcncrimaan Pcmbiayaan 

Daem.b Rp. 221.256.415.205,00 

2. Pembiayaan Nello Rp. 22 l.256.415.205,00 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Bcrjalan Rp. 0,00 

2. KeLenLuan Pasal 2 diubah sehingga Pasat 2 berbunyi scbapj 

bcrikut ; 

Pual2 

Ringkasa.n, Pcnjaba.rnn Anggaran Pendnpatan clan Belanja 

Dacrah. Daft.ar Pcnenmn Hibah dnn Bantuan Sosial 

scbagairnana dimaksud dalam PasaJ I lercanru.m dalam 

Lampiran I, Lampiran I.a. Lampiran II, Lampiran Ill dan 

Lampiran IV yang mcrupakan bagian tidak te:rpisahks.u'I clari 

Pcraturan Walikota inl. 



Diundangkan di D 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19671213 199503 1 003 

_I 
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mn 

D m n 

k 

pada tanggal 1 o n 
WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

ri 

Drs. H . MAIDI , SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

ria Daerah 
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